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IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TATA KECANTIKAN
OTTA SALON

Menimbang : a

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA AMBON

bahwa kebutuhan masyarakat untuk rnemperolelr pendidikan . khusus

pendidikan Nonformal yang menvelenggarakan Program Penvelenggara

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP ) Tata Kecantian Otta Salon

bahwa usul Pendirian penvelenggaraan lembaga besefia Lampiranya lembaga

Kursus dan Pelatihan (LKP ) Tata Kecantikan otta Salon oleh Penl.elenggara

besefia Lampirannya dinilai telah memenulli syarat karena itu perlu diberikan

izin operasional Program Kursus dan pelatihan (LKP ) 'fata Kecantikan otta

salon dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan

Kota Antbon

balrwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan paud dan PNF serta Staf

kepada Lembasa tersebut diatas, rnaka dapat menrberikan izin Operasional

Lernbaga Kursus dan Pelatihan (LKP ) Komputer Mega conston

bahwa berdasarkan pefiirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf

b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

tentang pemberian izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ( l,KP )
Undang -undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Unclang-undang

Daerah Sw-antara Tingkat I Propinsi Maluku ( lembaran Negara Tahun 1957

Nomor 80 ) sebagai Undang -undan-e (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor

11 1 Tanrbahan Lembaran Negara Nomor 1945 ) ;

Undang -undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (lernbaran

Negara tahun 2003 Nomor 47. tambahan lembaran Negara Nomor ,12860) :

Undanng - undang Nomor 20 taliuri 2004 terrtang sistim Pendidikan

Nasional Negara , ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan

I.embaran Negara Nomor 4301 );

Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (

lembararr Negara tahun 2004 Nomor 5, 'fambahan Negara Nomor 4355 ) ;

Undang- undang Nomor 12 tentang Pembentuykan Peraturan perundarig -
undang ( Lembaran Negara 'l'ahun 20ll Nomor 82 , Tambahan lembaran

Negara Nomor 5243 )
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Llldang- undang l\-omor 32 'fahu6 2004 tentang Pemerintahan ( Lembaran

Negara Nomor 41431 ) : sebagaimana telah dibagi dengan Peraturan

Pemerintalr Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang

peruhahan atas atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Femerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38. ) tambahan

Lembaran Negara Nomor 193 ) ; yang ditetapkan menjadi Undang - Undang

nomor 8 tahun 2005 Nomor 108 , ( Tambahan Lembaran Negara 4548.

Sebagairaana telalr diubah nntuk kedua Tambahari Lentbaran Negara Nomor

3411 ).

Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahut i955 tentang pembentukan Kota

Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurlls Rurnah

Tangganya sendiri (Lembarau Negara Tahun 1955 Nornor 30 Tambharl

Negara Nomor 809 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor l3 Tahun 1979 tentang Perttbahan batas Wilayah

Daerah Tingkat lI Ambon ( tambahan lembaran Negara Nornor 3137 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1 1990 tentang Prasekolah ( Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ).

Peraturan Perlerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat

clalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara tahun 1992 Notnor 69 ,

Tantbahan Negara Tahun 2005 Nomor 69. Tarnbahan Lembaran talrun 1990

Nomor 35, Tar-nbahan Lembaran Negara Nomor -14 I I ).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200-5 tentanng Standar Nasional

Pendidikan 9 Tahun ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41 . ( tarnbahan

Lembaran Negara Nomor Nomor 4496 ) ;

Perattrran Perrrerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah

clan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2007 Nomor 54 . Tambahan Lembaran Negara 3952

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentar:g Pengelola dan

penyelenggaraan Pendidikari ( LembaranNegara RI Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan lembaran Negara Nomor 5105 ) ;

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentan-u Badan

Akreditasi Nasional Non Formal ;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 3 tahun 2008 tentang Standar

Proses Pendidikan Kesataraan Program Paket A. Program Paket B. Progrant

Paket C :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R[ Nor:ror : 81 Tahun ]0li
tentang Penderian satuatt Pendidikan Nasional
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Menetapkan

KESAT'U

KEDLJA

ETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

Asii

Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Alamat
Kecamatan
Kota
Penanggung Jawab
Pemilik penyelnggara

i\,1EN{UTUSKAN
:.

"'t,-

Mernberi ijin Operasional Penyeienggaraan Lembaga Pendidikan n-onfomrai Lembaga
Lembaga Kursns dan Pelatihan (LKP ) Tata Kecantikan Otta Salon

Iiin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana Diktum kesatu
diberikan kepada

Tata KECANTIKAN OTTA SALON
Tata Kecantikan
JlnSt. BabLrlla RTIRW 002i001
Nusanilve
Ambr:n
Mochtar Ambon
Mochtar Ambon

Penyelenggataan Lembaga Pendidikan Nonformal Kursus dan pelatihan
(LKP ) Komputer Mega Konston
Diktum kesatu berlaku selama 10 Mei 2019 sampai dengan l0 Mei 2024

Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan disebut Ijin Operasional
Apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai perundang - undangan
yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .

Keputusanini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keputnsan ini disampaikan kepada Penanggung .Iawab Lembaga Kursus dan Peiatihan
SALON( LKP) TATA KECANTIKAN OTTA

di Ambon
1v' Mei 2o1g

idikan Kota Ambon

ATALOHY. M. Hum
TKI

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional Repubiik Indoaesia
Up. Dirjen PAUD-NI di lakarta

Gubemur Maluku
Walikota Ambcn
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan

2.
J.

4.
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